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be el Ebadi w

negataseluas500me rpersegi ;

dikawasan Ida Bagus Rai Mantra,
Gianyar, ini melawan.
Perlawanan mantan ketua
Peng dilan Negeri ( N) Gi-
} yar terhadap perkara yang
tengqh menjeratnya, itu yakni
dengan melaporkan Bupati
Gianyar aktif , Anak Agung
Gde Agung Bharata ke Mapol-

da Bali. Laporan itu bernomor
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... disangka dan_

ﬁrma i :
menjelaskan bahwa pelapo-
ran ennya'terhadap Bupati
Gianyar aktif ini atas dugaan
tindak pidana penipuan. Ini se-
bagaimana dimaksud pada Pas-
al 378 KUHP. “Dasar pelaporan
ke Polda, karena kami mengan-
tongi bukt surqt pernyataan ter-
tulis dari mantan Kasubag Pen-
dataan Aset Pemkab ianyar,
Nyoman Sukadana (SK Bupati
Nomor 577/@1 H/ K/2013
‘tanggal 9 Oktober 2013,” terang
‘IB Nyoman Alit.
Dijelaskan Nyoman

2 ‘b_gﬁn ata:
rasa takut- atas an-
risiko yang
‘atasannya. “Tapi dx
~ luar bukti surat pernyataan
itu, klien kami justru memiliki
alibi lain bahwa SK bupati itu

‘antasan Korupsi (KPK)

ashkarenaadasuratun angan
“dan pertemuan,” un; nya.
Sehingga dengan alibi itu,
Rai Pati berkeyakinan jika
SK bupati tentang Ijin Meng-
garap (SIM) lahan milik
Provinsi Bali di wilayah Gi-

anyar itu sah dan dibuat se-

suai prosedur. “Itula yang

kemudian klien kami merasa

ditipu. Tertipu karena selain
mengacu pada SK, klien kami
juga selama proses sewa sudah
memberikan atau membayar

kewajibannya, dan uang sewa
juga sudah masuk ke kas daerah

sesuai bukti kuitansi,” ujarnya.

Disebutkan, sesuai|SIM,
Rai Pati memiliki hak untuk
menggarap lahan itu dari sejak
2013-2018. Tapl klien kami

o
penyidik Pldsus Kejati B atas
dasar menghalangi penyidikan

penuntutan terhadap benda si-
taan kasus penyerobotan lahan
negara,” imbuhnya.

Padahal, kata Nyoman Alit,
jauh sebelum ditahan atas
tuduhan dan sangkaan ka-
sus menghalangi penyidikan
penuntutan, kliennya selain
bersurat ke Kejati Bali juga
bersurat ke Komisi Pember-
RI di
Jakarta. “Tetapi sampai klien
kami ditahan Kejati Bali belum
juga memberikan jawaban.
Padahal KPK sudah memberi
jawaban,”’sesalnya.

Untuk itu dengan kasus yang
menimpa kliennya dan se] en-,
tar lagl segera dilimpa dari

e
£
ldlen kami, apalagl terkalt perk-
arakhenlcanﬁillgasedangdalam ‘
proses di Polda Bali)’ ujarnya. |
Sebagaimana diketahui, ter- |
kait kasus penipuan tanda
tangan bupati Gianyar dalam
SIM untuk tanah milik Provinsi
Bali di wilayah Gianyar ini, se-
benarnya sudah diperiksa dan
diproses di Pengadilan Tipikor
Denpasar. Dalam kasus ini,
hakim juga telah memenjara-
kan dua orang. Yakni Nyoman
Sukadana dan stafnya Sumerta.
Keduanya d1vom$ imas-
ing-masing hukuman 1 tahun
penjara atas perannya menagih

‘uang sewa kepada 64 petani

penggarap di Gianyar tanpa
prosedur dan menyalahi Perda

.Nomor 3 tahun 2011. Selain

m#ter vg,ubstansx SK maupun
penomoran tidak dllékukan

-melalui Bagian | ukum Pemk-

ab Gianyar, tanda tangan Bu-
pati Gianyar, AA Gede Agung
Bharata untuk 64 SK tersebut
juga dipalsukan oleh keduanya.

Yakni, melalui SK S M fik-
tif itu, keduanya kemudian
melakukan penaglhan epada
petani penggarap atas tanah
milik Pemprov ﬂah da fanah
Aset Satuan Kerja Pelaksa-
naan Jalan Nasional Metro-
politan Denpasar yang ada
di Gianyar dengan total Rp
49.832.520. Uang penaglhan
tersebut harusnya disetorkan
ke kas Pemprov Bali sebanyak
60 persen atau Rp 29.899.512
dan ke kas Pemkab Glanyar 40 «
persen atau Rp 19.933.008.

Alibatperb itukeduanya,
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